
 

 

 

 

PERATURAN DESA ARENAN 

NOMOR 03 TAHUN 2021 

 

 

T E N T A N G 

 

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN 

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA ARENAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan 

Desa,sehingga Kepala Desa untuk melaksanakan 

kewenangannya harus menetapkan rancangan 

Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan 

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Skala Desa sebagaimana 



dimaksud pada huruf a, telah  dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf  a dan huruf b  perlu 

menetapkan Rancangan Peraturan Desa Arenan 

tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Skala Desa menjadi 

Peraturan Desa  Arenan tentang Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

Skala Desa. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 

2018 tentang Daftar Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga; 

10 Perturan Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Pertauran Bupati 

Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar 

Kewenangan Desa Berdasrakan Hak Asal Usul dan 

Kewenganan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten 

Purbalingga. 

 



 

Dengan Kesepakatan Bersama  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ARENAN 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA ARENAN TENTANG 

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL 

USUL DAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA 

 

 

Pasal 1  

 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala 

Desa merupakan dasar bagipenetapan kebijakan, program, dan 

administrasi Desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan KemasyarakatanDesa, 

danPemberdayaan Masyarakat Desa.  

        

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai kewenangan desa sebagaimana dimaksud 

Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian 

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala 

Desa. 

 

Pasal 3 

 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 4 

 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan 

Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. 

 



Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Arenan

pada tanggal 27 September 2021

DESA ARENAN

NO, A.Md

Diundangkan di Arenan

Pada 28 September 2021

DESA

G RIO , A.Md

Lembaran Desa Tahun 2A21 Nomor

AF] \-----



Lampiran Peraturan Desa  

Nomor 

Tahun  

Tentang 

: 

: 

: 

03 TAHUN 2021 

28 September 2021 

Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan 

Lokal Skala Desa 

 

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN 

LOKAL SKALA DESAPEMERINTAH DESA ARENAN 

 

1. Rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa Arenan 

meliputi: 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 

1) pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa; 

2) pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan desa; 

3) pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan 

masyarakat desa; 

4) pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di 

desa; 

5) pelaksanaan rembug/musyawarah Desa; 

6) fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan 

perdata lainnya di desa; 

7) fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di 

luar hak-hak perdata di tingkat desa; 

b. Bidang Pembangunan Desa: 

1) pelestarian budaya gotong royong masyarakat; 

2) bersih kubur/ makam; 

3) pembangunan infrastruktur tingkat desa; 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: 

1) penyelenggaraan adat istiadat/tradisi desa seperti sedekah 

bumi, nyadran, dan tradisi lainnya; 

2) pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat; 

3) pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

4) pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: 



1) pembinaan lembaga kemasyarakatan desa seperti kelompok 

pengajian, kelompok tani, mardi layon, dan lain-lain; 

2) pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa; 

3) pembinaan lembaga ekonomi desa misalnya kelompok 

lumbung desa; 

e. Bidang Penagulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak: 

1) Penagulangan Bencana; 

2) Keadaan Darurat; 

3) Keadaan Mendesak. 

2. Rincian kewenangan lokalberskala Desa Arenan meliputi: 

a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi: 

1) Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; 

2) Penetapan dan penegasan batas Dusun;  

3) Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;  

4) Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;  

5) Pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa;  

6) Pengelolaan potensi Desa;  

7) Penetapan BUMDes; 

8) Pengelolaan aset desa. 

b. bidang pelaksanaan pembangunan desa meliputi: 

1) Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar; 

2) Pengelolaan sarana dan prasarana desa; 

3) Pengembangan ekonomi lokal desa; 

a) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa; 

b) pengelolaan tempat pembangunan dan pengelolaan 

tempat penjualan ikan milik Desa; 

c) pengembangan usaha mikro berbasis desa; 

d) pendayagunaan mikro berbasis desa; 

e) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan 

bagan ikan; 

f) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan 

penetapan pangan desa; 

g) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan 

desa; 

h) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan 

penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 



i) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk 

pertanian perikanan; 

j) pengembangan benih lokal; 

k) pengembangan ternak secara kolektif; 

l) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 

m) pendirian, permodalan dan pengelolaan BUM Desa; 

n) pengembangan wisata desa di luar rencana induk 

pengembangan pariwisata kabupaten; 

o) pengelolaan balai benih ikan; 

p) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil 

pertanian dan perikanan; 

q) pengembangan sistem usha produksi pertanian yang 

bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya 

lokal; 

r) memfasilitasi pameran/pemasaran dan peningkatan 

mutu produk unggulan desa; dan 

s) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi 

Desa;  

4) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan desa; 

5) Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan 

untuk pembangunan desa dan rumah rakyat; 

6) Penanganan kebakaran dan lahan hutan. 

c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi; 

1) Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman 

masyarakat desa; 

2) Pembinaan kepemudaan di desa; 

3) Pembinaan olahraga; 

4) Pembinaan masyarakat lainnya. 

d. bidang pemberdayaan Desa meliputi : 

1) Pemberdayaan  seni budaya lokal;  

2) Pemberdayaan kelompok masyarakat; 

3) Pemberdayaan kelompok masyarakat rentan; 

4) Pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG); 

5) Pengelolaan pariwisata. 



e. bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan

\,{endesak Desa meliputi:

1) Upaya tangap darurat akibat terjadinya bencana alam antara
lain bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara iain
berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekringan, angin topan dan tanah longsor, kebakaran hutan/
lahan dan bencana sosial yang meliputi bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosiai antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

2) Upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya

kerusakan danl atau terancamnya penyelesaian

pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga
yang. menyeLrabkan terganggunya pelayanan dasar

masyarakat yaitu sarana prasarana:

a) Pendidikan;

b) Kesehatan;

c) Pekerjaan umLrm;

d) Penataan ruang dan perumahan rakyat;

e) Kawasan permukiman;

f) Ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat

dan sosial.

3) Upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar

masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, yaitu
keadaan yang mernaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi,
dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan prirner

dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami

kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang,

perumahan, kesehatan, pendidikan danl atau pelayanan

sosial.

ESA ARENAN

;i
:i't

NO, A.Md

?


